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Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat,
pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas
dengan baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki peningkatan
pelayanan publik (masyarakat). Saat ini bentuk pelayanan yang perlu diperbaiki oleh
pemerintah daerah antara lain adalah Mal pelayanan publik, menyusun standar kepuasan
masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan pengaduan, melakukan inovasi penyelenggaraan
pemerintahan terutama inovasi pelayanan publik, mengevaluasi pelayanan publik yang telah
dilaksanakan, menyusun standar pelayanan publik, serta meningkatkan forum konsultasi
publik dan meningkatkan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik.

Buku ini fokus pada bagaimana meningkatkan sistem informasi pelayanan publik. Gambaran
dari uraian di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut.
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n kehadirat Allah Swt., atas
iberikan kepada kita semua, akhirnya
buku Sistem Informas aNa ublik (SIPP) bisa diselesaikan. Buku
i elektronik satu pintu yang meliputi

Alhamdulillah, puji syuk

alah memberikan kemudahan kepada masyarakat
informasi yang dibutuhkan seputar pelayanan publik.

andu para penyelengara pelayanan publik pada pemerintahan agar
apat menggunakan aplikasi SIPP dengan baik dan benar, sehingga data
dan informasi yang akan diakses oleh masyarakat dapat tersampaikan
dengan baik. Buku ini, menjelaskan setiap bagian dari aplikasi SIPP
mulai dari dashboard, menu per menu, input data, hingga melihat
dan menarik laporan.
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Buku aplikasi SIPP ini disusun berdasarkan pengalaman penulis pada
saat menyusun modul pelayanan publik yang merupakan salah satu
upaya Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan
publik pada pemerintah pusat, badan, maupun pemerintah daerah.

Kami menyadari aplikasi SIPP ini belum sempurna dan diperlukan
karena itu saran dan masukan yang konstruktif, sehingga aplikasi 4pi
dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organ

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan ma
banyak sesuai dengan yang diharapkan.

Jakarta, Januari 2020
Penulis.

Dr. Drs. Reydonny:. enek., M.Devt.M.
DR. H. wanda, SE, MM, M.Ak, Ak, CA
i antoso, S.E.
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A. Pendahuluan

Perkembangan pes i informasi yang dipercepat dengan
kehadiran internet t berbagai bidang kehidupan untuk
ini timal mungkin. Pemanfaatan internet

) Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa dalam
berikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan
publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat
. Penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik perlu
nyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna
layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat, dan
akuntabel. Sistem informasi tersebut berisi semua informasi pelayanan
publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan. Sistem
informasi pelayanan publik (SIPP) itu sendiri adalah rangkaian kegiatan
meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme
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penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan
sebaliknya dalam bentuk lisan, serta disajikan secara manual ataupun
elektronik. Pelayanan publik harus mampu mewujudkan good governance
dan clean goverment. Pengembangan e-government merupakan upaya
pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien
(Instruksi Presiden No. 3/2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasion
Penerapan teknologi khususnya sistem informasi akan membantu pe

dimilikinya. Penggunaan sistem informasi berbasis komputer
juga meningkatkan kinerja karyawan.

Di era globalisasi tuntutan keterbukaan informasi

akses yang seluas-luasnya dalam penyediaa :
memuaskan masyarakat. Pelayanan publi isertai dengan
keterbukaan informasi publik agar masyaraka
ligus berpatisipasi dalam penyeleng publik. Salah satu
kesungguhan pemerintah dalam up, iaan informasi publik telah
g Nomor 25 Tahun 2009

transparan, éfe S untabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,
2rikan kepuasan kepada masyarakat.

Buku ini membahas SIPP yang diharapkan dapat mengoptimalkan
tugas pokok dan fungsi pemerhati sehingga pengelola pemerintahan
dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta diharapkan dapat
meningkatkan tata kelola pelayanan publik pemerintahan.

2 SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK



B. Pengertian Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) menyebutkan bahwa informasi publik adalah
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima
oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggara
badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 28 F,
bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi

menggunakan segala jenis saluran yang ter
jaminan terhadap semua orang dalam me

dibentuk undang-undang yang meng . Fungsi maksimal
ini diperlukan mengingat hak untu roleh informasi merupakan
hak asasi manusia sebagai salah ari kehidupan berbangsa

dan bernegara yang demok

Salah satu elemen ating “dalam mewujudkan penyelenggaraan

ormasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut
tuUk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam undang-undang
meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara
negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga
swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang

Bab I: Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 3



mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya
bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar
negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan
tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang
transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat
untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharap
badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi

upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan
dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good go

C. Perspektif Global terhadap Hak
Informasi

i hak asasi manusia telah
diakui dan dilindungi negar a secara global. Hal ini
eclaration of Human Rights

“Everyone has t j freedom of opinion and expression.
this right include hold opinions without interference

ra, termasuk Indonesia. Tiga mekanisme khusus dalam
n berekspresi di PBB, OAS dan OSCE menyatakan:

Implisit dalam kebebasan berekspresi adalah hak publik
terhadap akses informasi yang terbuka dan untuk mengetahui
apa yang sedang dilakukan pemerintah atas nama mereka,
dimana tanpanya kebenaran akan menghilang dan partisipasi
rakyat dalam pemerintahan akan tetap terfragmentasi”
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Hingga September 2018, lebih dari 120 negara di seluruh dunia
yang telah memiliki legislasi setingkat undang-undang terkait hak atas
informasi yang secara umum mengatur perlindungan terhadap hak atas
informasi dan prosedur bagi publik yaitu untuk meminta dan menerima
informasi. Hal ini mencerminkan pentingnya pengaturan mengenai hak
atas informasi tidak hanya dilihat mayoritas negara sebagai pelengkap
dalam peraturan substantif, melainkan dijamin secara lebih luas dal
peraturan setingkat undang-undang.

Selain itu, terdapat pula berbagai inisiatif global, ya
signifikan menamakan diri Open Government Partnership (

aktif mendorong transparansi, meningkatkan
luas, memberantas korupsi dan memanfaatka
membuat pemerintah lebih terbuka, efekti ntabel. Hingga
Desember 2018, terdapat 80 negara tela j anggota OGP
(Safarov, 2019) dan berkomitmen mela an rencana aksi
nasional yang diadopsi sebagai komitme anggotaan OGP dalam hal
KIP. Inisiatif tersebut mencerminkan ke n global bahwa hak atas
informasi merupakan hak as ng fundamental yang harus
diwujudkan dalam tinda ari negara dalam melaksanakan dan
memperkuat pelaksa formasi.

D. Penge ‘@ eterbukaan Informasi Publik

negara demokrasi, pemilik kekuasaan tertinggi adalah
memberikan wewenang kepada pemerintahnya untuk
ankan akuntabilitas. Kedaulatan rakyat ini diwujudkan dalam
agian kekuasaan (legislatif, eksekutif maupun yudikatif) serta
anakan oleh berbagai lembaga negara sesuai dengan tugas dan
ngsinya masing-masing.

Gagasan utama hak atas informasi adalah informasi yang dikuasai oleh
badan publik yang tidak dimiliki oleh mereka, tetapi dikuasai atas nama
rakyat dan bahwa rakyat harus memiliki akses terhadap informasi ini,
dengan pengecualian secara terbatas untuk melindungi kepentingan yang

Bab I: Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 5



lebih tinggi. Lebih jauh, dalam rangka penyelenggaraan bersama dengan
rakyat secara efektif, menjadi penting bagi rakyat untuk mengetahui
informasi mengenai fungsi, peran, dan bekerjanya badan publik ini. Hal
inilah yang menjadi pentingnya tentang KIP dalam bernegara, bahwa
informasi merupakan sarana rakyat mengetahui informasi yang cukup
untuk turut berpartisipasi dari segi praktis. Sebagai lembaga yang
fungsi dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggara
negara, setiap badan atau lembaga publik tidak lepas dari penga
rakyat, baik dalam konteks individu, kelompok orang, bada
ataupun badan publik lainnya. Pengelolaan dan penyeleng
secara baik dan benar dapat memberikan beberapa keun
bagi badan publik dan kepada bangsa secara keselur,
sebagai berikut.

1. Menginformasikan Opini Publik melalui

Informasi merupakan kebutuhan dasar
tusan personal dan sosial, termasuk¢pula d

m pengambilan kepu-

embentuk opini

publik yang didasarkan pada i ang menyediakan informasi
yang akurat bagi publik, dapat meningkatkan kualitas
diskursus masyaraka pijakan bagi masyarakat untuk
membentuk opininy n pemahaman kontekstual yang akurat.

Meminimalisasi Korupsi dan Penyalahgunaan Informasi Orang
Dalam

Ketertutupan membuka ruang bagi kecurangan dan penyimpangan
dari aturan yang seharusnya berlaku. Dalam hal suatu informasi yang
ditutup kemudian diketahui oleh sejumlah atau sekelompok kecil orang,
maka ruang untuk penyalahgunaan informasi tersebut bagi kepentingan
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pribadinya akan terbuka. Kecurangan yang disebabkan oleh oknum
akan menyebabkan tindakan memanipulasi kinerja badan publik, yang
berujung pada inefisiensi dalam badan publik, karena badan publik
mendapatkan beban yang tidak perlu untuk meminimalisasi dampak
kecurangan dan praktik menyimpang dalam badan publik tersebut. KIP
yang merata akan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk
memperlakukan informasi tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi,
sehingga dapat membantu menentukan keputusan yang tepat berdas

prosedur yang benar.

4. Memperbaiki Kinerja Badan Publik secara Lebih Tepaz

Dengan diminimalisasinya inefisiensi dan kecurang
dapat mengalokasikan biaya maupun tenaga seca

informasi yang tepat dan terbuka bagi m
diperolehnya masukan-masukan yang memba
bagaimana manajemen dapat diper

Pengalaman po rbukaan dan akses informasi akan
ubungan yang lebih baik dengan publik

n kecurigaan. Pertukaran informasi secara
i untuk membangun dan menghasilkan hubungan

ipasi, dimulai dari pemilihan umum rutin hingga badan-badan
pengayom publik, sebagai contoh lembaga pendidikan publik dan/atau
pelayanan kesehatan, hingga mekanisme untuk memberikan pendapat
terkait rancangan kebijakan atau hukum. Partisipasi efektif pada
semua level ini bergantung pada informasi. Voting bukanlah sekadar
mekanisme untuk pemilihan umum untuk memenuhi fungsi kelayakannya,
sebagaimana dideskripsikan dalam hukum internasional untuk memastikan
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bahwa keinginan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah,
para pemilih harus memiliki akses informasi. Hal yang sama berlaku
terhadap partisipasi di semua level. Tidaklah mungkin, menyediakan
masukan yang berguna terhadap proses pembuatan kebijakan tanpa
akses terhadap kebijakan itu sendiri, termasuk pula alasan pengajuannya.

E. Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi
Publik (KIP)

Keterbukaan informasi telah diamanatkan dalam Pas
Undang dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

informasi untuk mengembangkan pribg
sosialnya, serta berhak untuk mencari, , memiliki,

asi dengan

dapat ditemukan pula dala i turan perundang-undangan
sektoral, tetapi mekani n jaminan hukum bagi pemohon
informasi belum diatur secara jelas

dapat dilaksahak ata dan menyeluruh dalam semua bidang
kehidupan.

ijakan keterbukaan informasi di Indonesia. Pasal tersebut
an konsideran utama lahirnya undang-undang KIP sebagai
transparansi informasi publik di Indonesia. Dalam pelaksanaannya,
dang-undang KIP diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mempertegas esensi KIP dilakukan
melalui penguatan pengelolaan dan pelayanan publik.
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F. Tujuan dan Manfaat Keterbukaan Informasi
Publik (KIP)

Tujuan dari KIP dapat dilihat dalam pasal 3 Undang-undang Nomor
14 tahun 2008 tentang KIP, yaitu sebagai berikut.

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuata
kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambi
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pe
kebijakan publik.

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengap
publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapa
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang
orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengeta
bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaa peélay informasi di lingkungan
badan publik untuk men n informasi yang berkualitas.

an mencerdaskan kehidupan

Tujuan ini meru jalan panjang yang saling terkait
dengan tujuan akhir an ilmu pengetahuan. Dimulai dengan
pengelolaan da informasi yang baik di level badan publik.

, diharapkan masyarakat akan dapat berperan serta
ouatan keputusan publik secara berkualitas dan terarah.

at terjadi sehingga suatu negara dapat beranjak ke level yang lebih
tinggi dalam pencapaian kemakmurannya dengan pengembangan ilmu
pengetahuan secara terfokus dan partisipatif.
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G. Prinsip Umum Keterbukaan Informasi Publik
(KIP)
Dalam hukum internasional, terdapat beberapa prinsip umum KIP

yang dikenal dalam hak atas informasi dan dengan demikian berlaku
pula dalam keterbukaan di badan publik.

1. Hak atas informasi meletakkan asumsi kebolehan akses terha
informasi yang dikuasai oleh badan publik, dalam sebagian
kejadian memutarbalikkan asumsi sebelumnya terha
tersebut.

2. Hak atas informasi berlaku untuk semua orang,
tanpa terikat bentuk dari informasi tersebut dan

negara.
3.

masi secara proaktif, secara online tetap

memastikan bahwa mereka ya

dapat mengaksesnya dalam
4. Badan publik harus menet ang jelas untuk membuat

dan memproses permoh i termasuk dengan menunjuk
petugas informasi tujuan ini.
5. Hukum harus m lian yang jelas terhadap hak akses,
yang harus didas uji konsekuensi (sehingga hanya jika
ut akan merugikan kepentingan yang
ukaan informasi tersebut dapat ditolak) dan
yang lebih tinggi (sehingga informasi tersebut

n harus memiliki hak untuk melakukan keberatan terhadap
lakan akses di badan pengawas administratif yang independen
omisi informasi), yang harus memproses keberatan secara cepat
dan dengan ongkos yang ringat untuk pemohon.

Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 28 tentang KIP mengatur
prinsip-prinsip utama keterbukaan informasi, yaitu sebagai berikut.

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap pengguna informasi publik.
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2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon
informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan
cara sederhana.

4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
undang-undang, kepatutan dan kepentingan publik didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan de
saksama bahwa menutup informasi publik dapat m
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau

Dengan prinsip-prinsip di atas, serta mekanisme pra
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP s

itu, dalam melaksanakan keterbukaan informasi, penting
ublik untuk kembali kepada keempat prinsip keterbukaan

diakses merupakan prinsip utama. Sedangkan kerahasiaan/
rmasi yang dirahasiakan adalah pembatasan atau pengecualian dari
prinsip tersebut yang harus dilakukan secara ketat dan terbatas dan
berdasarkan ancaman yang nyata terhadap salah satu kepentingan
publik yang tercantum dalam undang-undang yang mengesampingkan
manfaat dibukanya informasi.
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A. Pengertian dan em Informasi

Sejak permulaan p usia sudah bergantung pada sistem
informasi untuk be i .antara satu dengan yang lain dengan
menggunakan berbagai i trumen/alat fisik (hardware), perintah

ana, di mana faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah
enggunakan tenaga tangan manusia.

Peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik
yang digerakkan dengan tangan secara manual.

Peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan
secara otomatis oleh motor elektronik.

4. Peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerjanya secara

elektronik.
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Secara sederhana, sistem informasi dipahami sebagai suatu himpunan
atau kumpulan dari kelompok orang-orang yang bekerja, prosedur, dan
sumber daya peralatan yang mengumpulkan data dan mengolahnya
menjadi informasi, merawat dan menyebarkan informasi dalam suatu
organisasi. Marimin et al. (2006) menyederhanakan pemahaman terhadap
sistem informasi sebagai komponen dalam organisasi atau perusahaan
yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi
yang akan digunakan oleh satu atau lebih pemakai (users).
pemakai biasanya tergabung dalam suatu entitas organisasi
seperti departemen atau lembaga suatu instansi pemerin
dapat dijabarkan menjadi direktorat, bidang, bagian sam
terkecil di bawahnya.

Sistem informasi memuat berbagai informa
orang, tempat dan segala sesuatu yang ada di
sekitar organisasi. Informasi menjelaskan men
satu sistem utamanya mengenai apa yang tel jadi’'pada masa lalu,
apa yang sedang terjadi sekarang d a yan ngkin akan terjadi
pada masa yang akan datang te g isasi tersebut.

Setiap membicarakan te si ormasi, maka di dalam
benak setiap orang akan ter! g komputer, di mana suatu
sistem informasi pasti unakan komputer. Secara historis,
gagasan tentang sist: ah ada sebelum muncul komputer.
i telah digunakan untuk memberikan

atau lebih dime perti kecepatan, akurasi, peningkatan volume
data, in-la ang memberikan lebih banyak alternatif dalam

komputer (computer based information system/CBIS), yakni
informasi yang menggunakan sumber daya komputer (perangkat
ak dan keras) serta manusia dalam melakukan aktivitasnya untuk
mentransformasi data menjadi produk informasi bagi kepentingan
pengguna akhir (end users). Dengan penggunaan teknologi komputer
sebagai basis dalam sistem informasi diharapkan informasi yang akan
dihasilkan dapat lebih akurat, berkualitas, tepat waktu dan tepat sasaran,
sehingga pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien.
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Sistem informasi berbasis komputer yang berkembang hingga saat
ini telah mengalami proses evolusi yang cukup panjang. Proses tersebut
dapat dibagi berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Fokus Awal pada Data

Selama paruh pertama abad ke-20, perusahaan pada umumnya
mengabaikan kebutuhan informasi para manajer. Pada fase inif
penggunaan komputer hanya terbatas pada aplikasi akuntansi.
aplikasi akuntansi berbasis komputer pada awalnya adalah pe an
data elektronik (Electronic Data Processing/EDP) kemudla h
menjadi data prosesing (DP) dan sistem informasi akuntan

2. Fokus Baru pada Informasi

Pada tahun 1964 diperkenalkan satu genera
yang memengaruhi cara penggunaan komputer. enggunaan
komputer sebagai sistem informasi dipromosika buat komputer
untuk mendukung peralatan baru ter; istem informasi

utama menghasilkan informasi manaj onsep ini segera diterima
oleh perusahaan besar.

3. Fokus Revisi pada

Sistem penduk (Decision Support System/DSS)
merupakan sistem ha formasi yang ditujukan pada suatu
masalah terte 3 ipecahkan oleh manajer dan keputusan
r. Manajer tersebut berada pada bagian
, pada tingkat manapun dan dalam area

balisasi dan informasi saat ini, peranan sistem informasi
i salah satu syarat mutlak atau kunci keberhasilan yang
ahami dan diterapkan oleh seluruh organisasi, baik swasta
maupun publik (government). Hampir seluruh aktivitas organisasi,
erti aktivitas pemerintahan, usaha/bisnis, perbankan, pelayanan
kepada pelanggan atau konsumen (customer), pengambilan keputusan,
formulasi strategi kompetitif organisasi dan berbagai ragam aktivitas
lainnya tidak dapat terlepas dari sistem informasi.

(pri
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Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan sistem informasi
secara benar dan tepat pada semua level organisasi, mulai dari level
operasional (pelaksana teknis) hingga level pimpinan puncak (top leader)
akan sangat memengaruhi pencapaian keberhasilan organisasi.

B. Komponen Sistem Informasi

Pada dasarnya sistem informasi merupakan suatu sist
dibuat oleh manusia, yang terdiri dari komponen dalam orga
mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Si
di dalam suatu organisasi mempertemukan kebut
transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial

laporan yang diperlukan.

Sistem informasi menerima masukan dat instruksi, mengolah
data tersebut sesuai instruksi dan m nya. Model dasar
sistem menghendaki agar masu lahan, dan keluaran tiba
pada saat bersamaan, yang sebai ntuk sistem pengolahan
informasi yang paling sede semua masukan tersebut
tiba pada saat bersama tersebut jarang terjadi.

g membutuhkan data yang telah
riode waktu sebelumnya. Oleh karena

ock). Blok pembangun ini kemudian dibagi menjadi blok
(input block), blok model (model block), blok keluaran (output
, blok teknologi (technology block), blok basis data (database
ock) dan blok kendali (controls block). Komponen sistem informasi
tersebut secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.

16 SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK



Pengouna Pengauna

L ] 4
Masukan Model Keluaran
Penggun Pengguna
Teknologi Basis Kendali
Data
Kelugran
[ l
Pengguna Pengguna
Gambar 2.1 Blok Sistem Informasi yang Saling Beri

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa [sistem informasi memiliki
komponen-komponen yang saling terintegrasi bentuk satu kesatuan
dalam mencapai sasaran sistem. S rinci, onen-komponen
yang membentuk blok pembang Ist informasi tersebut dapat
dijelaskan pada uraian berikut.

1. Blok Masukan (Input B

Blok masukan d tem informasi meliputi metode-
metode dan media nangkap data yang akan dimasukkan,
dapat berupa do

Keluaran (Output Block)

ok keluaran berupa berbagai data keluaran, seperti dokumen
uaran (output) dan informasi yang berkualitas yang berguna untuk
semua pemakai.

4. Blok Teknologi (Technology Block)

Blok teknologi digunakan untuk menerima masukan (input),
menjalankan model, menyimpan dan menelusuri/mengakses data,
menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta membantu pengendalian
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dari sistem secara keseluruhan. Blok teknologi ini merupakan komponen
bantu yang memperlancar proses pengolahan yang terjadi dalam sistem.

5. Blok Basis Data (Database Block)

Kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya
dan tersimpan pada suatu perangkat keras (biasanya komputer) dan
digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.

6. Blok kendali (controls block)

Pencegahan hal-hal yang dapat merusak sistem dan pena
masalah pengendalian terhadap operasional sistem secara cepa
di dalamnya aspek pencegahan dan penanganan terk
atau kegagalan sistem serta integrasi dan pengembang

C. Model Sistem Informasi

Pada prinsipnya, sistem inform pat dibedakan dalam 2 (dua)
model, yakni berdasarkan kompo snya dan aktivitas sistem
er daya perangkat keras
(hardware), sumber daya p k (software, program dan

melaksanakan aktivit i sukan data, pengolahan data dalam
nan data dan atau informasi, produksi

da, yaitu sebagai berikut.

angkat/Peranti Keras (hardware)

Bagian ini merupakan bagian perangkat keras sistem informasi,
yang terdiri dari mesin dan media yang digunakan untuk melakukan
aktivitas sistem informasi. Sistem informasi modern memiliki perangkat
keras berupa komputer (Central Processing Unit/CPU, unit masukan/
keluaran, unit penyimpanan data atau informasi dalam bentuk file dan
sebagainya), peralatan penyimpanan data dan peralatan nonkomputer.
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Contoh perangkat keras dalam sistem informasi berbasis komputer
antara lain komputer mainframe, minicomputer dan microcomputer,
yang di dalamnya tercakup peralatan pemasukan data, pengolahan data,
penyimpanan data dan keluaran data/informasi, peripheral penunjang
komunikasi (untuk jaringan komputer) dan komputer lainnya. Adapun
media yang digunakan dapat saja berupa media kartu elektronik (smart
card), kertas, media penyimpanan piringan magnetik dan lain-lain.

2. Perangkat/Peranti Lunak (Software)

Bagian ini merupakan bagian perangkat lunak siste

komputer dan prosedur operasi yang diperlukan oleh
prosedur kerja, manual, dan lain-lain. Sistem informasi
perangkat lunak untuk memerintahkan komp
yang harus dilakukannya. Perangkat lunak d
beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut.

a. Perangkat lunak sistem, sep i si, sistem utilitas
dan sistem komunikasi, rogram microsoft windows,
linux, novel netware, i on utilities, disk doctor,

dan lain-lain.
b. Perangkat lunak
1)

apat dibagi berdasarkan:
ng bersifat umum, seperti pengolah

bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti Visual Foxpro,
Bahasa C dan C ++, Borland, Basic, Visual Basic, Pascal
dan lain-lain.

bahasa pemrograman tingkat rendah, seperti bahasa mesin
dan bahasa assembler.
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E. Pengertian Data dan Informasi

Merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses
lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Contohnya adalah dokumen
bukti-bukti transaksi, nota, kuitansi, dan lain-lain. Selanjutnya, data yang
diolah dan disajikan dalam konteks yang berarti dan bermanfaat untuk
menghasilkan informasi. Data yang telah diolah menjadiinformasi kemudi
digunakan dalam proses pengambilan keputusan, di mana keterk
di antara ketiganya dikenal dengan siklus informasi (informatio e).
Data diolah menjadi informasi yang digunakan untuk p
keputusan dan berikutnya menghasilkan data baru yang
ditangkap menjadi masukan untuk diolah kembali
dan seterusnya membentuk suatu siklus.

1. Prosedur

Merupakan bagian yang berisikan dokumentasi prosedur atau
proses-proses yang terjadi dalam sistem. Pros at berupa buku-
buku penuntun operasional (instr, ntara lain prosedur sistem
nis, seperti buku manual
akai, untuk penyiapan

sistem informz : gelolanya sangat erat. Sistem informasi yang
gantung dari kebutuhan pengelolanya. Pengelola

m suatu sistem informasi, manusia dapat meliputi:

rator (clerical personnel), untuk penyiapan data, menangani
nsaksi, merespons permintaan, pemrosesan data, dan lain-

First level manager, untuk mengelola pemrosesan data didukung
dengan perencanaan, penjadwalan, identifikasi situasi di luar
kendali (out-of-control), dan pengambilan keputusan pada level
menengah ke bawah.

c. Analis sistem dan programmer (staff specialist) digunakan untuk
analisis perencanaan dan pelaporan.
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d. Pimpinan sistem (management), untuk pembuatan laporan
berkala, permintaan khusus, analisis khusus, laporan khusus,
pendukung identifikasi masalah dan peluang, serta pendukung
analisis pengambilan keputusan. Tingkatan atau level manajemen
dapat dibagi atas:

1) manajemen level atas, yakni untuk perencanaan strategis,
kebijakan, dan pengambilan keputusan.

2) manajemen level menengah, yakni untuk perenca
taktis dan pengambilan keputusan.

3) manajemen level bawah, yakni untuk perenc
pengawasan operasi serta pengambilan k

F. Aktivitas Sistem Informasi

Aktivitas utama sistem informasi meliputi perhitungan, perbandingan,
penyortiran, pengklasifikasian dan perangku a penyimpulan.
Keluaran dari kegiatan pengolahan lah informasi dalam bentuk
grafik/citra, film, teks, dan audiofyan jikan serta ditampilkan di
media layar (video atau moni k (kertas, film atau slide)
dan media penyimpanan r, tape, hard disk, floppy disk,
compact disk, flash dis Keluaran dari kegiatan pengolahan
ini sering disebut informasi. Kegiatan penyimpanan
data meliputi aspe ata dalam media penyimpanan yang

a (database), yang berisi koleksi terpadu dari sejumlah
g saling berkaitan.

model (model base), yang berisi koleksi terpadu dari
del konsep, matematika dan logika yang saling berkaitan dan
mengekspresikan relasi, prosedur penghitungan dan metode analisis.
Basis pengetahuan (knowledge base), yang berisi koleksi terpadu
pengetahuan dalam bentuk norma dan kaidah (rules) dan fakta
(facts) yang memungkinkan proses penarikan kesimpulan (inferensi).
Basis ini merupakan basis data dari sistem pakar (expert system).
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Secara umum, aktivitas sistem informasi menggambarkan bagaimana
aktivitas utama sistem informasi yang melibatkan semua sumber daya
yang ada (perangkat keras, perangkat lunak dan manusia) dalam
mengubah data menjadi produk informasi, yang nantinya digunakan
oleh penggunanya dan dapat digambarkan dalam suatu diagram matriks
komponen sistem informasi (O’Brien, 2004). Matriks tersebut dapat
digunakan sebagai dokumen global yang berisi komponen-kompon
yang membentuk sistem informasi (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Matriks Komponen Suatu Sistem Informasi

Sumber Daya

Aktivitas
Utama
Sistem

Informasi

Perangkat
Keras dan Perangkat Lunak
Jaringan

Media | Mesin | Program | Prosedur

Masukan

Pengolahan

Keluaran

Penyimpanan

Kendali

b 'keras, perangkat lunak dan manusia) dalam menunjang
3rsi data menjadi suatu produk informasi. Selain itu, melalui

duk informasi sesuai harapan pengguna.

22 SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK



G. Sistem Informasi yang Diperlukan dalam
Pemerintahan

Sistem informasi dalam pemerintahan di Indonesia telah diimplemen-
tasikan ke dalam e-government yang mengandung pengertian suatu
upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yan
berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan pro
kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfa
teknologi informasi dan komunikasi. Sistem tersebut men
teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan

berkenaan dengan pemerintahan.

E-government dapat diaplikasikan pada legi
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P

ukaan informasi dalam pelayanan

ahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan
informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan
lenggarakan SIPP secara nasional.

Dengan adanya layanan satu pintu dalam SIPP secara nasional diha-
rapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah,
transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
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B. Pengertian SIPP

SIPP adalah layanan publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website
dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, dan akuntabel.
SIPP dibuat karena tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan
publik yang transparan dan berkualitas dan agar dapat memperoleh
informasi pelayanan publik yang sesuai dengan admin pelayan
sehingga terbentuk pelayanan publik yang sesuai dengan har
masyarakat. SIPP memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pusat in
layanan publik di Indonesia, sebagai tool self assesment (penllal
evaluasi pelayanan publik kementerian, lembaga dan pe
dan sebagai media pembelajaran masyarakat tentang
layanan publik di Indonesia. SIPP dapat diakses melalui s

Tujuan dibuatnya website SIPP yaitu agar t pengaWwasan dan
partisipasi masyarakat yang efektif, terwujud duan informasi
pelayanan publik dan tercegahnya penyalahg
penyelenggaraan pelayanan publik. site SIPP adalah
Undang-Undang Nomor 18 tahun ang Keterbukaan Informasi
Pelayanan Publik, Undang-U
Pelayanan Publik dan Perm
Pedoman Sistem Infor

Publik. Ruang lingkup SIPP
erintah nonkementerian, lembaga

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
elalui Kedeputian bidang Pelayanan Publik, terus mendorong
instansi pemerintah agar meng-input informasi pelayanan publik
dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

Kebijakan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang SIPP
menjelaskan, SIPP sebagai media informasi elektronik satu pintu, meliputi
penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian
informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.
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Dalam SIPP, masyarakat bisa mengakses informasi mengenai Indeks
Pelayanan Publik, Indeks Reformasi Birokrasi dan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM). Selain itu, masing-masing instansi juga menyertakan
informasi mengenai jenis pelayanan, admin pelayanan, SOP dan alur
mengenai cara mendapatkan layanan, hingga besaran biaya yang
dibutuhkan untuk suatu layanan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tent
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pela
Publik, sebenarnya konsep revolusi industri 4.0 terkait big d h
diakomodasi melalui konsep pelayanan terpadu. Namun, p n
dan implementasi kebijakan tersebut belum berjalan 0 al.
lika diperhatikan, masih banyak instansi pemerintah/yang n la
pengaduan dan sistem publikasi informasi pelaya bliknya' secara
parsial dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Untuk mencapai keberhasilan implementasi ijakan maka harus
memiliki strategi yang baik pula. Sesuai a ndang-Undang
mengamanatkan
bahwa penyelenggara pelayanan p jibkan untuk menempatkan
pelaksana layanan yang ko t etiap proses pelayanan.
SDM aparatur yang kredibe tentu akan menghasilkan
pelayanan publik yang etnya, tahun 2025 akan terwujud

yediaan informasi pelayanan publik dalam sistem
ayanan publik (SIPP), adalah:

emberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam
memperoleh informasi pelayanan publik.
b. Menjamin keakuratan informasi pelayanan publik.
2. Tujuan
Penyediaan informasi pelayanan publik dalam SIPP bertujuan untuk:

a. terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang
efektif;
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b. terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik;
c. mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Asas
Prinsip penyediaan informasi pelayanan publik dalam SIPP adalah
sebagai berikut.
a. Mudah
Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah da
hal prosedur, mudah untuk dipahami dan dimeng
b. Cepat
Informasi yang diterima harus tepat pada
informasi yang datang pada penerima ti
atau sudah terlambat.

c. Akurat
Informasi harus bebas dari kesalahan<kesal dan tidak bias
atau menyesatkan. Akurat j berart rmasi harus jelas
mencerminkan maksud d si tersebut.

d. Akuntabel

Sumber Informasi d ungjawabkan sesuai dengan
peraturan dan ndangan yang berlaku, serta tidak
bertentanganfden hal tersebut.
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WEBSITE SISTEM INF
PELAYANAN PU
MASYARA

A. SIPP sebagai Pus i Layanan Publik
di Indonesia

SIPP dapat diaks menpan.go.id. Sistem ini memiliki

aga/kementerian/OPD yang ada.

. Halaman Beranda Website SIPP
untuk Publik

Halaman ini bebas diakses publik dengan alamat website https://
sipp.menpan.go.id. Website ini berisi informasi yang berkaitan dengan
layanan publik di seluruh Indonesia. Tampilan website bisa menggunakan
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browser (Google, Chrome, Mozilla Firefox, dsb) dan akan tampilan
halaman web SIPP seperti pada gambar berikut.

1. Pilih salah satu ak paling kiri untuk memperkecil
pencarian jenis jadi per wilayah tertentu.

2. Ketikkan i an di kotak sebelah kanan.

3.  tombo

Gambar 4.2 Halaman Kotak Pencarian
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D. Halaman Pencarian Berdasarkan Peta

1. Klik ‘Cari Berdasarkan Peta’, maka akan muncul pop up berisi peta
indonesia, ada warna yang mungkin berbeda di antara provinsi
lainnya. Semakin merah maka jumlah layanan pada wilayah itu
semakin banyak dan semakin hijau maka semakin sedikit.

2. Klik salah satu provinsi untuk membuka profil instansi provins
yang dipilih.

Bevasds  Bavita  Undei
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dan Culkai sevis Pajuk Pemerintah Duerak)
Tl Sargt a2 ke

Gambar 4.4 Halaman Hasil Pen

F. Halaman Informasi Penyelen
Layanan Publik

Pada halaman ini berisi asi suatu layanan publik,
di antaranya persyaratan sistem, mekanisme dan prosedur
layanan, waktu penye , biaya/tarif layanan, produk dari
layanan dan informa

BT St s ST s P Pt
Proiian 580 i By’

ﬂ. LAPOR!

Barikas Ruting
A A et AR et ik it
feopribiy

, Mhekanisme dan Prodsdisr i e an
-~ - '

2 Waktu Penyelesalan

P At e ST TR g s ke
[

" Biaya (Tarif P

&1 Produk Pelayanan E3

"} Pengaduan Layanan

Gambar 4.5 Halaman Informasi Layanan Publik
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G. Halaman Rating terhadap Suatu
Layanan Publik

Pengunjung website dapat memberikan rating dari suatu layanan
dengan memilih emoticon/gambar wajah di section ‘Berikan Rating’,
pada halaman detail informasi layanan publik di sebelah kanan.

Isu dan Keluhan

Kiik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Pubilik
“Penerbitan SIM A Baru™

~E1LAPOR!

BATAMARN ASEIEATH AN FEMGATAAN 001 805 BANY

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelazan Pelayanan Pul

SIM A Baru™
- - - - -~
J

Terimakas

Penilaian Anda Sangat berguna um ngkatkan kualitas konten
ami

Kata Kunci

Memberikan Rating

njung website juga dapat melaporkan suatu layanan publik
langgap tidak sesuai.

Klik tombol bertuliskan LAPOR! Di sebelah kanan halaman detail
informasi layanan publik.

Isikan data diri serta laporan keluhan.

Verifikasi captcha.

4. Kirimkan laporan dengan mengklik ‘LAPORKAN'.

2.

w
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ketdaksisalan
“1 Pelayanan
Publik i daeral

Gambar 4.7 Halaman LAPOR Pelaya

. Halaman Informasi Instansi enggara
Pelayanan Publik

Halaman ini berisi tent
di antaranya:

atu instansi pemerintah,

aga/badan/pemerintah daerah.
ahan instansi;

1. profil instansi ke
2. unit kerja/lamb
3. jenis layanangi
4 pkarti

al Republik Indonesia

Remmrrian sl Bepblh bdemesn

Ml A St Raryn o 18, T 0, 2000
g TR
Wt

o v o

yang ada di halaman ini

¥ abeat sl G D o Kt il

Bupble bndores

Deskripsi Profil Kementerian Sosial Republik Indonesia

Eamanter . S Brgebh ndonei (Drbenghat Famenion) davgy Deparitmer Sooal ebnghat [uyriat! s0Hh btmestenan yong
ampunp tagst memypiengpirakin das membidang irvias Sulim Argee 1 Salem parsarshas Ik MASBAT) HTISY
3L PeTPHAOLEIIAN PmaLtan Ty i Daang Sopad ]| EATArRIn Ll Begen sk sorang AT ot (Mesun)
yang urjah tanygal 17 Gsctoer 3074 Sqater sheh mhwliah ngas Patrmamia

Produk Layanan

Gambar 4.8 Halaman Informasi Instansi Pemerintah
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J. Halaman Berita Pelayanan Publik

Halaman ini menampilkan informasi terbaru tentang penyelenggaraan
pelayanan publik seperti kebijakan dan program pemerintah yang
diselenggarakan.

N A7 |
i

SIPP DAN SP4N-LAPOR!, TRANSFORMASI DIGITAL HADAPI
REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Gambar 4.9 Halz Berita

K. Halaman De

Halaman ini me
pelayanan publi

erita lengkap tentang penyelenggaraan

Gambar 4.10 Halaman Detail Berita
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L. Halaman Kontak Kami

Pengunjung dapat mengontak admin SIPP jika ada yang ingin
ditanyakan, atau sekadar ingin mengirimkan kritik atau saran.

1. Isikan data diri serta konten yang ingin disampaikan.
2. Verifikasi captcha.
3. Klik tombol ‘KIRIM’.

Kedeputian Pelayanan Publik
Ko LIy APUrA0T AD ¥t Wt

SIPP KEMENPAN edeputian Pelayanan Publik

Gambar 4.11 Halaman kontak Kami
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PENGELOLA
INFORMASI |:I::E

mastikan penyelenggara untuk menyediakan dan memperbaharui

informasi pelayanan publik ke dalam SIPP atau melalui admin

instansi (kementerian/lembaga/daerah).

memantau pengelolaan informasi pelayanan publik yang dilakukan

oleh admin instansi (kementerian/lembaga/daerah).

4. memastikan keakuratan informasi pelayanan publik yang disediakan
oleh admin instansi (kementerian/lembaga/daerah).
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Admin atau disebut juga administrator pengelolaan informasi pelayanan
publik adalah pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
dan pembaharuan informasi pelayanan publik. Dalam SIPP terdapat
beberapa tipe admin pengguna yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengguna Nasional

Pengguna nasional disediakan untuk tim dari Kedeputian Pelaya
Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo
Birokrasi, untuk mengelola situs SIPP secara keseluruhan. Ada at)
tipe pengguna nasional, yaitu:

USER NASIONAL DAN PIHAK KETIGA

Admin Nasional Sub Admin Executive Ketiga IPP
Akun dari Nasional Nasional khusus dari
KEMENPAN-RB. Akun dari kedeputian pihak ketiga
Memiliki kewenangan  atau staff

(swasta) yang
dijadikan evaluator
di IPP. Akun ini
hanya bisa
mengakses
kuesioner IPP

S

mbagian Admin Nasional

untuk mengakses KEMENPAN-RB.
seluruh fitur backend.

selola seluruh data situs web SIPP. Tugas dari

asional meliputi:

embuat akun admin instansi (kementerian/lembaga/

daerah).

mendistribusikan akun ke kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, lembaga nonstruktural, kesekretariatan

lembaga negara, pemerintah daerah, badan usaha milik

negara dan badan usaha milik daerah.

3) mengaktifkan atau menonaktifkan akun admin instansi
(kementerian/lembaga/daerah).

4) mengelola informasi dan pemberitaan pelayanan publik.
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b. Sub-admin Nasional
Membantu admin nasional untuk mengelola data dengan hak
akses terbatas. Tugas sub-admin nasional meliputi:
1) menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan
publik ke dalam SIPP.
2) menyesuaikan format layanan informasi sesuai format pada
SIPP.

c. Executive nasional
Melihat dashboard dan laporan perkembangan in
pelayanan publik.

d. Pihak Ketiga SIPP
Pihak ketiga adalah yang disediakan oleh adl
dijadikan evaluator indeks pelayanan il un ini
hanya bisa mengakses kuesioner IPP

2. Pengguna Instansi (kementerian/lembaga/dae

Pengguna instansi disediakan selur tansi pemerintah
yaitu, kementerian, lembaga, pe ta erah (provinsi, kabupaten,
kota) dan organisasi perangkatsadaerah{sertab>unit pelayanannya. Ada
3 tipe pengguna instansi, y.

USER INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

Sub Admin Instansi Sub Admin
Level 1 Instansi Level 2

Akun dari unit kerja atau Akun dari unit pelayanan
OPD suatu instansi. suatu OPD

Executive Instansi

Akun dari petugas eksekutif
Kementerian (selain KEMENPAN-RB),
dari unit pelayanan Lembaga, BUMN, Pemerintah Provinsi,
knis suatu kementerian dan Kab/Kota. Akun ini hanya bisa

melihat dashboard dan laporan. _

Gambar 5.2 Pembagian Admin Instansi (kementerian/lembaga/daerah)

a. Admin Instansi
Pengguna admin instansi memiliki hak akses tertinggi aplikasi
SIPP pada Instansi terkait di backend (tampilan khusus yang
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dibuat untuk memanage suatu website) pada aplikasi SIPP.
Admin instansi (kementerian/lembaga/daerah) ditujukan untuk:
1) pemerintah daerah yaitu provinsi, kabupaten, kota;

2) direktorat jenderal kementerian.

Tugas admin instansi utamanya adalah sebagai berikut.

1) Melihat perkembangan data melalui dashboard.

2) Mengelola dan menambahkan data lembaga/OPD/ufit
kerja/unit pelayanan.

3) Mengundang sub-admin instansi level 1 dan 2
a) kementerian/lembaga seperti unit pelayanan;

b) pemerintah daerah seperti OPD dan a .
PD/Unit

4) Menjaga kualitas data pelayanan publik L
pelayanan.

5) Mengisi berita terkini.

6) Mengisi indeks pelayanan publi

7) Mengisi survei kepuasan

8) Mengisi survei reform

b. Sub-admin Instansi Level

engguna setingkat direktorat
i kementerian/lembaga). Sub-admin

ada).
Mengisi berita terkini.

engguna sub-admin instansi level 1 adalah sebagai berikut.

1) Pemerintah daerah, yaitu organisasi perangkat daerah (OPD)
seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pariwisata
di bawah koordinasi PEMDA.

2) Kementerian/lembaga, yaitu setingkat direktorat jenderal

seperti direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam

(BIMAS Islam) di bawah koordinasi kementerian agama.
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3) Lembaga yaitu POLDA, di bawah koordinasi Asisten
Perencanaan (Asrena).

c. Sub-admin Instansi Level 2
Sub-admin instansi level 2 ditujukan untuk pengguna dari unit
pelayanan OPD. Berperan sebagai unit pelayanan di bawah
OPD atau di bawah direktorat jenderal, yang bertanggun
jawab kepada sub-admin instansi level 1. Tugas utam
adalah sebagai berikut.

1) Mengisi data profil instansi.

2) Mengisi data pelayanan publik.

3) Mengundang sub-admin instansi level 2
ada).

4) Mengisi berita terkini.

Pengguna sub-admin instansi level 2fadalah ai berikut.
1) Pemerintah daerah, yaitu unit yanan di bawah OPD
seperti puskesmas di bawakikoordi dinas kesehatan.
2) Kementerian/lembag ugsetingkat direktorat seperti
direktorat bina KUA da rga sakinah, di bawah

engisi berita terkini.

Pengguna sub-admin instansi level 3 adalah sebagai berikut.

1) Pemerintah daerah-Tidak ada

2) Kementerian, yaitu setingkat unit pelayanan teknis (UPT)

seperti Kantor KUA, di bawah koordinasi direktorat bina

KUA dan keluarga sakinah.

3) Lembaga/badan, yaitu unit pelayanan SIM, di bawah
koordinasi POLRES.
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e. Eksekutif Instansi
Eksekutif Instansi merupakan pejabat eksekutif yang terdapat
pada instansi terkait. Pengguna eksekutif instansi dapat
memantau laporan yang berkaitan dengan instansinya pada
backend aplikasi SIPP, yaitu:
1) melihat halaman dashboard.
2) melihat halaman laporan.

B. Alur Penggunaan Awal Aplikasi SIPP

Secara garis besar, rangkaian proses pengguna
adalah sebagai berikut.

1. Memasukkan data profil instansi kementeri
lembaga/badan. Setelah melakukan login, lengkapi data profil instansi
admin.

2. Menambah data lembaga/OPD/u elay

3. Memasukkan data semua le /unit pelayanan di bawah
instansi kementerian, pemeri lembaga/badan.

1,2, dan 3.
Setelah user m i angan admin, mereka dapat login dan

layanan publik. Proses input atau pengisian, proses input
digambarkan sebagai berikut.
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Membuka form tambah data

Pilih menu yang ingin ditambahkan datanya. Comtohnya
Instansi. Jenis Layanan., atau Berita.

Mengisikan data

Isikan data data pada form input, terutama field yang wajib
diisi-

Menyimpan data

Hlik tombaol "Simpan’, data sukses disimpan ke databa

Gambar 5.3 Proses Input Data

§®
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INSTANSI (KEME
LEMBAGA/D

A. Indikator Kebe

Setelah mengikuti n ini, peserta diharapkan dapat
memahami dan : n proses input data admin instansi
(kementerian/lemi

o.id/webcontrol. akan diarahkan menuju halaman login seperti
pa ambar berikut ini. Tampilan awal dari aplikasi ini adalah halaman
n, di mana user akan diminta untuk memasukkan username dan
password untuk dapat masuk ke dalam Aplikasi SIPP.
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Gambar 6.1 Halaman Login admi

Hanya user admin yang terdaftar di SIPR yang' bisa mengakses
halaman ini. Proses permintaan menjadi adm si, kementerian,
lembaga, pemerintah daerah dila dengan tata cara penunjukan
admin instansi (kementerian/lembaga/ yaitu sebagai berikut.

min instansi yang terdiri
a masing-masing kementerian,
nterian, lembaga nonstruktural,
kesekretariatan egara, pemerintah daerah, badan
usaha mili adan usaha milik daerah.

1. Penanggung jawab me
paling sedikit 1 (satu)

ukum bagi keberadaan tim admin instansi dilampiri
nama jabatan dan nomor kontak masing-masing. Contoh
fusan pimpinan mengenai penetapan tim admin instansi
apat diunduh di www.menpan.go.id.

Tata cara permintaan akun admin instansi, kementerian, lembaga,
pemerintah daerah.

Penyelenggara mengajukan permintaan akun admin instansi ke
pengelola SIPP melalui email ke admin SIPP@menpan.go.id atau
melalui pos ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, JI. Jenderal Sudirman kav. 69, Jakarta
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Selatan, 12190 dengan melampirkan surat permintaan resmi dari
instansi.

4. Tata cara permintaan akun sub admin.
Admin instansi membuat akun dan kata sandi untuk sub-admin.
Setelah berhasil login pertama kali sub-admin wajib mengganti
kata sandi.

C. Halaman Beranda Menu Navigasi dan
Utama Aplikasi SIPP

Halaman ini akan muncul setelah users berh
admin akan diarahkan menuju ke menu navigasi da
aplikasi SIPP (beranda) atau dashboard page

Menu navigasi terletak pada bagian kiri layar, yanggberfungsi untuk
memudahkan admin, sebagai pemandu kepa engunjung agar dapat
lebih mudah dalam menentukan kategoOri kan tanpa harus
bersusah payah mencarinya. Men i dapat berbentuk mendatar
(horizontal) atau menurun (ver apat dibuat bercabang
dengan submenu (dropdow ergantung kebutuhan dari
situs tersebut. Aplikasi S menu navigasi menurun.

Sedangkan hala apat beberapa tab summary dari
data yang telah di-in ad ansi atau unit pelayanan. Pada gambar
tampilan di baw; b jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah
OPD dan jun layanan. Masing-masing tab merepresentasikan
di-input pada instansi. Jika klik tab-tab tersebut,

ik tersebut menunjukkan waktu pengisian data ke aplikasi
S angkan diagram lingkaran menunjukkan persentase kalkulasi
st r layanan yang telah terdata. Juga terdapat summary 10 OPD
u unit kerja peng-input data terbanyak pada instansi. Seluruh grafik
yang terdapat di aplikasi SIPP ini dapat men-download menjadi gambar
atau file excel serta print.
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Gambar 6.2 Halaman Menu Navigasi dan Utama Apkasd;

D. Halaman Undang Pengguna

Menu manajemen pengguna dig an un ngatur pengguna
yang dapat mengakses dan melakuka bahan data di aplikasi SIPP.

Admir

= Mengundang
Sub Admin

Instansi (OPD /

Unit Pedayanan)

» Morgundang Sub
=l Admin Instans
(RSUD, Sekalah,
o)

QE Gambar 6.3 Pembagian Tugas Mengundang User

Dalam tata cara mengundang user, admin nasional dapat mengundang
admin instansi (kementerian/lembaga/pemerintah daerah) dan admin
instansi dapat mengundang user sub-admin instansi (lembaga/OPD/unit
pelayanan) dan sub-admin instansi level 1 dapat mengundang sub-
admin instansi level 2 dan 3 untuk menggunakan aplikasi SIPP yang
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pernah mengajukan pendaftaran yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam
manajamen pengguna akan diarahkan menuju halaman yang berisikan
daftar pengguna yang pernah didaftarkan sebelumnya.

Manzjemen Pengguna

Gambar 6.4 Halaman Menu
Untuk menambah pengguna, tambah baru pada pojok
j ahkan menuju halaman
an dengan data user baru

Gambar 6.5 Halaman Form Tambah Pengguna

Berikut ini adalah penjelasan dari gambar halaman form tambah
pengguna di atas.
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a. Email merupakan email yang akan digunakan oleh user untuk
login ke aplikasi SIPP.

b. Konfirmasi email diisikan dengan alamat email yang ditulis
admin pada kolom email. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi
tingkat kesalahan peng-input-an.

c. Grup pengguna merupakan jenis user atau user leveling dari
pengguna yang akan admin daftarkan. Terdapat beberapa jenis
pengguna yaitu admin instansi, sub-admin instansi level
dan 3 serta executive instansi, seperti yang sudah di an
sebelumnya.

d. Nama depan merupakan nama depan dari
admin tambahkan.

e. Nama belakang merupakan nama belakang
akan admin tambahkan.

f.  Nomor handphone merupakan no handphone dari user
yang akan admin tambahkan.

g. Instansi merupakan nama ins
nama instansi belum ters
nama instansi atau unit

i yang dmin undang. Jika
pilihan, silakan tambahkan
mbaga/OPD pada menu

bol undang yang terletak pada
ng dan menyimpan admin yang
| kembali yang ada di sebelah tombol
ingin membatalkan proses.

Jika telah semua
pojok kanan atas
akan diundang, s
undang, digu

un Saya

un saya merupakan menu yang dapat admin gunakan untuk
ata akun user milik admin. Admin disarankan mengubah
admin ketika admin login pertama kali. Terdapat 2 submenu
menu akun saya, yaitu sebagai berikut.
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1. Halaman ubah kata sandi atau password

PP Mame SRS U e

Ubah Kata Sandi

OQ‘&

Gambar 6.6 Halaman Submenu Ubah Kata Safdi

Pada bagian submenu ubah k ndi a assword berguna
untuk mengubah password admin. Silakangklik submenu ubah password
kemudian admin akan diarah n ubah password seperti

gambar di atas.
Berikut ini adalah rm ubah password.

a. Old passwo erupakan password lama yang admin gunakan
saat ini.
pakan password baru yang akan admin

simpan pada pojok bawah halaman.

aman ubah profil pengguna

Submenu ubah profil pengguna digunakan untuk mengubah profil
atau data diri admin sebagai user atau pengguna aplikasi SIPP. Silakan
klik submenu profil pengguna kemudian admin akan diarahkan menuju
form profil pengguna seperti berikut.
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Gambar 6.7 Halaman Submenu Ubah fil Penggun

Dari gambar di atas, bisa dije m profil menu ubah profil

pengguna.

a. Email merupakan ng admin gunakan untuk
login ke aplikasi
ipe user yang admin miliki, kolom

F. Halaman Ubah Profil Instansi/Unit Pelayanan

Pada halaman ini terdapat terdapat 2 tab halaman yaitu sebagai
berikut.
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1. Tab profil instansi

Pada halaman tab ini, admin diarahkan untuk mengisi atau
mengubah profil instansi atau unit pelayanan admin. Berikut tampilan
tab profil instansi secara lengkap.

Gambar 6.8 Halaman Ubah Profil Instansi/Unit Pelayanan

Penjelasan keterangan dari format isian dari tab profil instansi
yang harus diisi oleh admin adalah sebagai berikut.
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a. Nama merupakan nama dari lingkungan instansi atau unit
pelayanan admin.

b. Alias/singkatan merupakan alias atau singkatan dari instansi
atau unit pelayanan admin yang dikenali oleh masyarakat (jika
ada).

c. Jumlah layanan merupakan layanan yang disediakan oleh instansi
atau unit di lingkungan pelayanan admin (contoh: KTP-el).

d. Jenis layanan merupakan jenis layanan atau bagian
layanan yang tersedia di instansi atau unit pelayana
(contoh: pembuatan KTP-el baru, pengurusan K
hilang, perubahan data KTP-el, perbaikan KTP-g

e. Deskripsi merupakan penjelasan singkat meng
unit pelayanan admin.

f.  Nomor telepon merupakan nomor tel
unit pelayanan admin.

g. Email merupakan alamat email resmi\dari instansi atau unit
pelayanan admin.

h. Website merupakan ala website resmi dari instansi atau
unit pelayanan admin

i. Maklumat pelaya
pelayanan instansi

ansi atau

gambar dari maklumat
ayanan admin.
i logo instansi atau unit pelayanan

asi google maps merupakan lokasi dari instansi atau unit
elayanan admin pada google maps, ketikan nama instansi
atau unit pelayanan admin (contoh IPDN lJatinangor), google
maps akan menentukan sendiri posisi kantor sesuai dengan
inputan admin.

Latitude dan longitude merupakan koordinat instansi atau unit
pelayanan admin. Kolom ini akan terisi otomatis sesuai dengan
input-an google maps admin.
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Jika semua data telah terisikan dengan lengkap dan benar, silakan
klik tombol simpan pada pojok kanan atas halaman.

2. Tab pelaksana

Pada tab pelaksana, admin akan diarahkan untuk mengisi form
data pelaksana pada instansi atau unit pelayanan di lingkungan admin,
berikut tampilan tab pelaksana secara lengkap.

aksana

Penjelasan ketera i mat isian dari tab profil instansi
yang harus diisi ole sebagai berikut:

a. Nama len merupakan nama pelaksana di instansi
in yang sesuai dengan peraturan berlaku.
n nomor induk kependudukan pelaksana di

nit layanan admin.

it layanan admin.

tan dalam layanan merupakan posisi pelaksana dalam

jabatan struktural atau fungsional di instansi atau unit layanan

admin.

Status PNS merupakan status kepegawaian pelaksana di ling-

kungan instansi atau unit layanan admin.

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan terakhir

pelaksana di lingkungan instansi atau unit layanan admin.

g. Kontak email merupakan alamat email resmi dari instansi atau
unit pelayanan admin.
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h. Kontak telepon merupakan nomor telepon kantor instansi atau
unit pelayanan admin.

Jika semua data di atas semua telah diisi, dengan lengkap dan
benar, silakan klik tombol simpan data pelaksana pada pojok kanan
atas halaman. Jika admin ingin menambahkan pelaksana, maka klik
tombol tambah pelaksana pada pojok kanan bawah.

G. Halaman Jenis Layanan

Jenis layanan merupakan daftar layanan yang di
instansi atau unit pelayanan kerja admin. Admin akan d
halaman daftar tambah baru layanan pada instansi
admin, dengan memilih klik tombol tamba
kanan atas dengan warna biru.

jeris ik Pt Hatn
Feasis  feaat Usptish Petite

e

Gambar 6.10 Halaman Jenis Layanan

h itu akan muncul form untuk isi data jenis layanan instansi
at nit pelayanan di lingkungan admin. Form ini terdiri dari 4 (empat)
, yaitu sebagai berikut.
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Iemsum WP Home e Lapn

Ded.r'mi,grm Pevyoraten  Peoaeolr

Gambar 6.11 Halaman Tab Tambah Jenis Layanan
Tab-tab tersebut bisa dijelaskan pada uraian beri
1. Tab Deskripsi Layanan

Setiap tab berisikan form yang harus admin
tab deskripsi layanan bisa dilihat dalam gam

&Q

i alaman
r berikut.
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Gambar 6.12 Halaman Tab Deskripsi Layanan

Berikut ini adalah penjelasan dari gambar halaman tab deskripsi
layanan.

a. Jenis layanan adalah bagian jenis layanan pada instansi atau
admin sediakan.
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b. Jangka waktu penyelesaian adalah lama proses pelayanan dari
layanan tersebut hingga selesai.

c. Deskripsi jangka waktu penyelesaian adalah penjelasan dari
lama proses pelayanan admin (contoh: 1 hari verfikasi formulir,
2 hari proses cetak blangko).

d. Biaya/tarif merupakan biaya yang diperlukan untuk layanan
tersebut.

e. Deskripsi biaya tarif merupakan penjelasan detail dari
layanan pada instansi atau unit pelayanan admin.

f.  Penanganan pengaduan merupakan informasi k
masyarakat untuk mengadu perihal layanan teg

g. Produk layanan merupakan keluaran hasil dari
tersebut (contoh: KTP, SIM, IMB, dan s

h. Kata kunci merupakan keyword dari je
atau unit pelayanan admin (contoh:
pembuatan KTP baru adalah e-KTP).

i.  Status penerbitan merupakan anan ini ditampil-

ata kufici dari layanan

Jika semua data telah teri ngkap dan benar, silakan
ngkap klik tombol simpan
sebagai draft pada poj

2. Tab Persyarata

lah persyaratan yang diperlukan untuk
an. Jika syarat lebih dari 1, silakan klik +
ika admin ingin menghapus persyaratan silakan
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Jenis Layanan

Porpwuss | o P

Persyaratan Pelayanan

PAIparaLan g AR ol gl Ly bk

Gambar 6.13 Halaman Tab Pers

3. Tab Prosedur Pelayanan

nan, gambar bagan prosedur
edur layanan admin (jika
r ke-x, untuk menambah

Dalam pengisian form prosedur

Gambar 6.14 Halaman Tab Prosedur Pelayanan
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4. Tab Penyelenggara dan Lokasi

Dalam tab ini, admin mengisi data lokasi penyelenggara instansi
atau unit layanan di lingkungan unit kerja admin.

Jenis Layanan

Gambar 6.15 Halaman Tab Penyelenggara dan Lokasi

Berikut ini adalah penjelasan tab yelen an lokasi. Penye-
lenggara merupakan instansi/unit kerj enyelenggarakan layanan ini.

Jika seluruh data telah terisi
simpan sebagai draft untu enis layanan sebagai draft
atau klik publikasi untu i enis layanan ke ranah publik.

H. Halamang¥ ansi dan Unit Pelayanan

daftar terian/OPD dan unit pelayanan yang terdapat
pada unit kerja di lingkungan admin. Terdapat beberapa
s enu ini. Setiap submenu menampilkan data OPD/

laman setingkat direktorat jenderal atau OPD

Untuk melihat data direktorat jenderal atau OPD pada lembaga/
kementerian/OPD admin, silakan klik salah satu submenu yang akan
admin lihat. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut.

Bab VI: Input Data untuk Admin Instansi (Kementerian/Lembaga/Daerah) SIPP 61



Daftar Setingkar Direkuorat jendral/Deputi 0 Hote VA ORI MBS S D e

=3
ik to bah baru pada

untuk menuju ke halaman
D admin seperti gambar
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Gambar 6.16 Halaman Instansi dan Layan

Untuk menambahkan data baru,
pojok kanan atas. Kemudian akan
pengisian form data lembaga/ke
berikut.
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Cooghe
L s

ar 6.17 Halaman Pengisian Data Lembaga/Kementerian/OPD

Berikut ini adalah penjelasan pengisian data dari gambar di atas.

a. Lembaga merupakan nama dari kementerian/lembaga/OPD di
instansi admin berada.

b. Nama merupakan nama dari kementerian/lembaga/OPD.
Alias/singkatan merupakan alias atau singkatan dari kementerian/
lembaga/OPD. yang dikenali oleh masyarakat (jika ada.)
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d. Jumlah layanan adalah layanan yang disediakan oleh OPD atau
Unit pelayanan.

e. Jumlah jenis layanan merupakan jenis layanan atau bagian
dari layanan yang tersedia di lembaga/kementerian/OPD.

f.  Deskripsi merupakan penjelasan singkat mengenai lembaga/
kementerian/OPD.

g. Nomor telepon merupakan nomor telepon kantor lemba
kementerian /OPD

h. Email merupakan alamat email resmi dari lembag
terian/OPD.

i. Website merupakan alamat website resmi dari le
terian /OPD.

j- Maklumat pelayanan merupakan ga
pelayanan lembaga/kementerian/OPD

k. Logo merupakan gambar dari logo |

I.  Provinsi, kabupaten/kota, kecamata an diisi sesuai
dengan lokasi lembaga/kem

m. Alamat merupakan alam kantor lembaga/kemen-
terian/OPD.

n. Kode pos merupaka
Lokasi google

nfigurasi penerbitan adalah penentu untuk link yang akan
unakan sebagai link dari lembaga/kementerian/OPD. URL
dalah link yang akan menjadi alamat dari unit kerja di website
SIPP seperti sipp.kemenpan.go.id/nama-unit-kerja. URL ini akan
secara otomatis sesuai dengan nama unit kerja atau unit
pelayanan yang admin input pada point (1) status digunakan
untuk menentukan apakah link unit kerja ini akan dimunculkan
pada website SIPP (status: publish), atau tidak dimunculkan

(status: unpublish).
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Jika semua data telah terisikan dengan lengkap dan benar, silakan
klik tombol save atau simpan pada pojok kanan atas halaman.

2. Halaman setingkat unit pelayanan teknis

Submenu setingkat unit pelayanan teknis merupakan data instansi
atau unit pelayanan atau unit kerja yang menyediakan pelayanan bagi
masyarakat yang berada dibawah instansi atau unit kerja pelayan
di lingkungan admin.

Daftar Setingkat Unit Pelayanan Teknis

n Daftar Unit Pelayanan Teknis

enambahkan unit pelayanan teknis baru, klik

yang terletak pada pojok kanan atas. Kemudian

hkan untuk menuju ke halaman pengisian form

h Unit pelayanan teknis kementerian/lembaga/OPD seperti
ut.
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Tambah Satingkat Unit Pélayanan Teknis

Gambar 6.19 Halaman Menambah Unit Pelayanan Teknis Baru

Berikut ini adalah penjelasan dari gambar di atas.

a.
b.

Nama merupakan nama dari unit pelayanan teknis.
Alias/singkatan merupakan alias atau singkatan dari unit
pelayanan teknis yang dikenali oleh masyarakat (jika ada).
Jumlah layanan merupakan layanan yang disediakan oleh unit

pelayanan teknis.
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d. Jumlah jenis layanan merupakan jenis layanan atau bagian
dari layanan yang tersedia di unit pelayanan teknis.

e. Deskripsi adalah penjelasan singkat mengenai unit pelayanan
teknis.

f.  Nomor telepon merupakan nomor telepon kantor unit pelayanan
teknis.

g. Email merupakan alamat email resmi dari unit pelayan
teknis.

h. Website merupakan alamat website resmi dari unit p
teknis.

i. Maklumat pelayanan adalah gambar dari makl
unit pelayanan teknis.

j. Logo merupakan gambar dari logo unit

k. Provinsi, kabupaten/kota, kecamata
dengan lokasi kantor instansi temp layanan teknis
berada.

. Alamat merupakan alamat
kerja tempat unit pelaya

m. Kode pos merupakan ko
kerja tempat unit

n. Lokasi google m

unit kerja te

ap k stansi atau unit
berada.
kantor instansi atau unit
berada.
okasi dari kantor instansi atau

anan teknis berada pada google

nit kerja tempat unit pelayanan teknis berada
inputan admin.

onfigurasi penerbitan adalah penentu untuk link yang akan
digunakan sebagai link dari kantor instansi atau unit kerja
tempat unit pelayanan teknis berada. URL adalah link yang
akan menjadi alamat dari unit kerja di website SIPP seperti
sipp.menpan.go.id/nama-unit-kerja, url ini akan ter-generate
secara otomatis sesuai dengan nama unit kerja atau unit
pelayanan yang diinput pada point (1). Status digunakan untuk
menentukan apakah link Unit kerja ini akan dimunculkan pada
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website SIPP (status: publish), atau tidak dimunculkan (status:
unpublish).

Jika semua data telah terisikan dengan lengkap dan benar, silakan
klik tombol save atau simpan pada pojok kanan atas halaman.

l. Halaman Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Menu Indeks Pelayanan Publik (IPP) terdiri dari 2 (du
submenu, yaitu sebagai berikut.

1. Halaman Submenu Daftar Evaluasi IPP

Halaman submenu ini merupakan fitur untuk, m
pelayanan teknis kementerian/lembaga/OPB
oleh pihak yang ditunjuk untuk menge
berlaku.

Daftar Evaluasi IPP

an Submenu Pengisian Kuisioner

aman submenu ini memuat informasi jumlah pelayanan publik
ng telah melakukan kuesioner penyelenggaraan pelayanan publik kepada
masyarakat di lingkungan lembaga/kementerian/OPD admin berada.
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Pengisian Kuesioner

Gambar 6.21 Halaman Submenu Pengisian Kuesi

KM)

Menu SKM akan diarahkan menuju halaman yang berisikan survei
yang sebelumnya telah diunggah ke @plikasi tuk menambah
data baru. Silakan klik tombol ta u.

J. Halaman Survei Kepuasan

Survey Kepuasan Masyarakat

ambar 6.22 Halaman Untuk menambahkan SKM

u Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau merupakan fitur
memungkinkan untuk mengunggah hasil rekapitulasi SKM yang
ah admin buat sebelumnya dalam format excel.

Menu setelah itu akan diarahkan menuju halaman seperti gambar
berikut. untuk mengunggah hasil survei kepuasan masyarakat, perlu
mendownload template excel yang telah disediakan aplikasi SIPP. Silakan
klik tombol Download Format Excel.
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Gambar 6.23 Halaman Tambah Survei Kepuasan Mas

Kemudian silakan admin buka file excel tersebu
sesuai dengan kolom yang tersedia.

Tabel 6.1 Halaman Menambahkan Data Ex

dari menu tambah SKM, maka otomatis akan terisi. Field
boleh diubah atau pun dihapus karena field ini merupakan
de identitas dari instansi tersebut. Field ini dapat dikosongkan
ika instansi yang ingin di-input belum dimasukkan ke dalam aplikasi
SIPP.

Nama Satuan Kerja

Nama OPD atau unit pelayanan di bawah koordinasi instansi.

3. Nilai SKM
Nilai hasil survei yang sudah dikonversi ke bilangan skala 1-100.
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Kinerja unit pelayanan merupakan kesimpulan hasil survei.

5. Nilai Terendah
Nilai terendah dari hasil survei yang sudah dikonversi ke bilangan
skala 1-100.
6. Nilai Tertinggi
Nilai tertinggi dari hasil survei yang sudah dikonversi ke bilanga
skala 1-100.
7. Unsur Terendah
Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah.
8. Unsur Tertinggi
Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terting
9. Pelaksana Survei
Terdiri dari mandiri dan pihak ketiga, te ar mandiri
dan pihak ke-3, hanya boleh mengisi satu dari kedua'kolom tersebut.
10 Dasar Hukum Pelaksanaan Survei di Ins i Melaksanakan
SKM
Jika seluruh data sudah diisi ile excel tersebut, silakan
unggah data tersebut. Sila choose file atau tombol

telusuri. Kemudian silaka
tombol import excel (

dmin. Jika sudah silakan klik

eformasi Birokrasi

Menu hal rvei reformasi birokrasi, admin bisa melihat
anan teknis yang telah melaksanakan survei
berisikan data survei, seperti judul survei, tanggal
jumlah data yang sebelumnya telah diupload ke aplikasi
menambah data baru, silakan klik tombol tambah baru.
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Gambar 6.24 Halaman Menu Survei Reform

&

Halaman laporan adalah data isu dan keluhan
masyarakat terhadap ketidaksesuai enyelenggaraan pelayanan
publik melalui website https.//sipp. go.id, dengan mengklik
tombol bertuliskan LAPOR!. pakan data summary dari
jenis layanan yang tersedi nsi atau lembaga Anda. Jenis
layanan tersebut ter ayanan yang terdapat pada OPD
atau unit kerja yan

Menu hal
sebagai beri

L. Halaman Laporan

i terdiri dari 2 (dua) submenu, yaitu

1. j nan

elihat atau menarik laporan yang tersedia pada
mbar di atas merupakan gambar dari menu laporan.
erapa jenis laporan yang tersedia pada aplikasi SIPP ini.
I merupakan tampilan dan penjelasan halaman laporan jenis
dari masing-masing laporan.
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Laporan Jenis Layanan R ———

Gambar 6.25 Halaman Laporan Jenis Layan

Pada gambar di atas, terlihat terdapat b
yang tersedia, yaitu sebagai berikut.

a. Tanggal diterbitkan laporan.

b. Nama jenis layanan meru
dilaporakan.

c. Instansi penyelenggar,
kerja/unit pelayana
tersebut.

n na is layanan yang

nama instansi/OPD/unit
menyelenggarakan layanan

lah standar waktu yang dibutuhkan

oad excel pada sudut kanan atas halaman.

ari download excel adalah data laporan masuk dari masyarakat
ah dijelaskan di atas yang bisa dilihat dalam tabel berikut.
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Tabel 6.2. Tabel Laporan jenis Layanan

. Spesifikasi
. . BiayaTotal | Standar Waktu .
No.| Jenis Layanan Instansi Penyelenggara Produk | Jumlah Dibaca
Layanan Layanan
Layanan
Selain itu admin bisa mencari data laporan jenis i
riwayat pencarian, dengan melakukan filter pencari an
tanggal pada kolom “tanggal search”. Isikan ra admin
perlukan untuk mendapatkan datanya. Setela -
data, dengan mengunduh file excel melalui ki download excel
pada sudut kanan atas halaman, tampi el laporan melalui

riwayat pencarian bisa dilihat pad

Laporan Riwayat Pencarian

|

Gambar 6.26 Halaman Laporan Riwayat Pencarian

2. Laporan OPD/unit kerja

Laporan OPD/unit kerja merupakan data OPD/unit kerja pada instansi
admin, data yang ditunjukan adalah data tentang jumlah layanan serta
jenis layanan yang disediakan oleh OPD tersebut.
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Laporan ini memberikan keterangan jumlah layanan serta jenis
layanan yang disediakan oleh OPD dan berapa jumlah layanan serta
jenis layanan yang telah didata secara detail pada aplikasi SIPP. Berikut
ini merupakan tampilan halaman laporan OPD.

Laporan Unit Kerja WP e e L O

- E. Lt 0 I

Gambar 6.27. Halaman r Lapo

Dalam halaman ini, admi duh laporan ini menjadi

bol download excel yang
laman, hasil download bisa dilihat

aporan Unit Kerja/OPD

Total Unit Pelayanan
0PD yang Sudah
Menginput

Jumlah Jenis
Layanan
Terdata

.| Kabupaten/Kota | Total Unit

Total Jenis
S| Admiisasi Pelayanan OPD

Layanan

alaman Berita

Admin dapat menambahkan berita atau artikel yang dapat tayang
pada halaman website SIPP. Untuk membuka menu berita, silakan klik
tombol berita pada menu utama.
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WP veme doom Beulew

Berita Terkini

Admin akan diarahkan menuju halama
ditampilkan sebelumnya. Untuk menambah
tombol tambah baru pada pojok k atas, dian admin akan
diarahkan menuju halaman formfpengisian berita. Berikut tampilan

halaman tambah berita terkin

W
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Fnicpsdnan

L T T

6.29 Halaman Tambah Berita Terkini

lah penjelasan dari gambar di atas.

udul merupakan judul berita.

penyelenggara silakan pilih instansi yang membuat atau
menerbitkan judul tersebut.

URL akan terisi secara otomatis sesuai dengan judul.

Gambar dapat pilih gambar pendukung artikel atau berita.

Title dan Alt Image berisikan judul dari gambar yang diisikan.

6. Publish date merupakan tanggal penerbitan berita.
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Kata kunci adalah keywords dari berita.

Teaser adalah ringkasan berita yang akan muncul di website.
Konten berisikan keseluruhan berita.

10. Seo Title, Meta Description dan Meta Keywords berhubungan
dengan seo dari konten.

L N

Seluruh berita yang input-kan ke website SIPP akan ditinjau terlebi

dahulu oleh KemenpanRB sebelum ditayangkan.

\’é@
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Informasi: kebutuhan dasar °d
dan sosial, termas

ambilan keputusan personal
membentuk opini publik.

Informasi publik: informa g dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim
dan/atau dit atu badan publik yang berkaitan dengan

an, dan sebagainya.

overnment Partnership (OGP): inisiatif multilateral yang
membuat komitmen nyata dan kuat dari pemerintah untuk aktif
mendorong transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat luas,
memberantas korupsi dan memanfaatkan teknologi terkini untuk
membuat pemerintah lebih terbuka, efektif, dan akuntabel.

Peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik.

FORUM KONSULTASI PUBLIK 81



Peralatan manual: peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, di
mana faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan
tenaga tangan manusia.

Peralatan mekanik: peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang
digerakkan dengan tangan secara manual.

Peralatan mekanik elektronik: peralatan mekanik yang digerakk
secara otomatis oleh motor elektronik.

Sistem informasi berbasis komputer (computer based inf
system/CBIS): sistem informasi yang menggunakan su

Sistem informasi pelayanan publik (SIPP):
meliputi penyimpanan dan pengelolaan i
penyampaian informasi dari pe
dan sebaliknya dalam bentuk Ji
ataupun elektronik.

rta mekanisme
da masyarakat
serta disajikan secara manual

Sistem pendukung keputus pport System/DSS): sistem
penghasil informasi pada suatu masalah tertentu
yang harus dipe najer dan keputusan yang harus

manusia terhadap proses penyampaian
péngiriman ke penerima. Pengiriman informasi
cepat, lebih luas sebarannya dan lebih lama
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ernence 2
personnel 20

Akuntabilitas Demokratis 7
aplikasi iii, iv, 15, 19, 26,
39, 40, 42, 45, 47,

51, 52, 69, 70, D

91, 93 data elektronik 15
aplikasi akunta data prosesing 15

Aplikasi SIPP
P .A E

e-government 1, 2, 23
Eksekutif 42
end users 14, 80

G

good governance 2, 4

kendali 16 H
blok masukan 16 hak publik 3, 4
blok model 16 |
blok teknologi 16

browser 30, 45 Informasi Publik ix, 3, 5, 6, 8,

Burch & Grudnitski 16 9, 10, 81, 82, 87, 89, 91
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K pelayanan teknis 41, 65, 66,

kebutuhan dasar 6, 79 67, 68, 73

Komponen v, ix, 16, 18, 22 Peralatan elektronik 13, 79
konsideran 8 Peralatan manual 13, 80
Korupsi 6 Peralatan mekanik 13, 80

Peralatan mekanik elektronik

L 13, 80
layanan satu pintu 2, 25, 90 perangkat daerah 39, 40 ‘ ‘
login 29, 42, 45, 47, 50, 52, Prinsip Umum ix, 10
97 R
M Right to Appeal
mainframe 19 Right to Observ0

microcomputer 19 S

minicomputer 19
siklus inférmasi

o sistem informasif 1, 2, 13, 14,

OPD v, vii, viii, 29, 34, 40, 41, 15, 17,418, 19, 20, 21,
42, 47, 48, 50, 61, 62, 63, 22, 27,
64, 65, 68, 70, 72, 73, 74, informasi akuntansi 15
75 19

Open Government Partnershi
5, 79

opini publik 6, 79

P

pelayanan pub

Teknologi informasi 2, 80
tool self assesment 26

\"/
Visual Foxpro 19

W

website 26, 29, 33, 40, 54, 59,
X, 64, 67, 72, 73, 75, 78, 91
33, website SIPP 59, 64, 67, 73,
82, 75, 78

92, Whistle Blower Protection 11
word processing 19
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PERATUR
AP

| PENDAYAGUNAAN
ARA DAN REFORMASI
NOMOR 13 TAHUN 2017
TEN OMAN PENYELENGGARAAN
ORMASI PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL.
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MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

UBLIK INDONESIA,

meningkatkan kualitas pelayanan
memberikan dukungan informasi
penyelenggaraan pelayanan publik perlu
nggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik
bersifat Nasional;

bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Publik, perlu menyediakan informasi
pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna
layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat,
akurat dan akuntabel;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Publik Nasional;
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun

-

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
tentang Pelayanan Publik (Lembatz

asi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017

g Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL.
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Pasal 1
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

Kementerian;

Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Lembaga Non Struktural;
Kesekretariatan Lembaga Negara;
Pemerintah Daerah;

Badan Usaha Milik Negara; dan

Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayana
yang selanjutnya disingkat SIPP tercantum d
merupakan bagian tidak terpisahkan dari P

Nk wNRE

Pasal 3

Menteri, Pimpinan Lembaga, Guber
Utama BUMN, Direktur Utama B

Bu alikota, Direktur
jib memastikan penyediaan
lah berlakunya Peraturan
dan Reformasi Birokrasi

Menteri Pendayagunaan A
sesuai dengan ketentua

Agar setiap z tahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Negara

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR
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Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 I

Salinan Sesuai Dengan Aslinyga KEMENTERIAN PE
APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROK
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTE
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONA
BAB | PENDAHULUA| O

Di era globalisasi tuntutan keter,
publik yang berkualitas semakin
perlu memberikan akses y

A. Latar Belakang

n info dalam pelayanan
h karena itu, pemerintah
nya dalam penyediaan
kat. Pelayanan publik harus

disertai dengan keterbu asi publik agar masyarakat dapat
mengawasi sekaligu alam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Salah sa kKesung pemerintah dalam upaya penyediaan
informasi pub kukan dengan terbitnya Undang undang
Nomor tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan

erhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan
Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional.

ikan pelayanan yang cepat dan mudah, transparan, efektif,
n, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat
memberikan kepuasan kepada masyarakat.
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B. Pengertian
Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca
yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi se
elektronik ataupun non elektronik

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,

3. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang s

Informasi adalah rangkaian kegiatan yang nyimpanan dan

pengelolaan informasi serta mekanisme informasi
dari penyelenggara kepada mas iknya dalam bentuk
lisan maupun tulisan Latin, i am huruf Braile, bahasa
gambar dan/atau bahasa | i n secara manual ataupun
elektronik.

4. Informasi Pelayana i sional adalah layanan informasi
publik satu pi a aplikasi berbasis website dan

dapat diakse akat dengan mudah, cepat, akurat
dan akun si yang ditampilkan dalam aplikasi
rmasi yang disediakan dan diperbaharui

ntah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural,
n Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/
e dalam aplikasi SIPP.

Informasi Pelayanan Publik Nasional yang selanjutnya
ut SIPP adalah aplikasi berbasis website dan dikelola
eh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Administrator Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik selanjutnya
disebut admin adalah pegawai yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan dan pembaharuan informasi pelayanan publik.
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10.

11.

12.

92

Pembina Pelayanan Publik adalah Pembina dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dilakukan oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan
kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian,
pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis dan pimpinan
lembaga lainnya terhadap pimpinan lembaga negara dan pimpinan
lembaga komisi negara, gubernur pada tingkat provinsi, bupati
pada tingkat kabupaten dan walikota pada tingkat kota.
Penanggung Jawab adalah pimpinan kesekretariatan lem
dan/atau pejabat yang langsung ditunjuk oleh pembi
kegiatan SIPP.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut

kegiatan pelayanan publik dan badan h
semata-mata untuk kegiatan pelayanan
Admin Nasional adalah pegawai Kem

rtanggung jawab
dalam pengelolaan informasi eritaan pelayanan publik.
Admin Instansi adalah pe ansi Penyelenggara yang

berasal dari Unit yang m organisasi dan tatalaksana
serta bertanggungja ola informasi pelayanan publik
di SIPP.

Sub Admin ad i pada instansi Penyelenggara yang

Informasi Pelayanan Publik dalam Sistem
layanan Publik Nasional:

erikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam
mperoleh informasi pelayanan publik; dan
menjamin keakuratan informasi pelayanan publik.

Tujuan
Penyediaan informasi pelayanan publik dalam SIPP bertujuan untuk:

terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif;
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terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik; dan

tercegahnya terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

E. Asas

Prinsip penyediaan informasi informasi pelayanan publik dalam Sist
Informasi Pelayanan Publik Nasional adalah sebagai berikut:

a. mudah;

b. cepat;

c. akurat; dan
d. akuntabel.
F. Sarana

a. Sistem Informasi Pelayanan Publik Na ikelola melalui
aplikasi SIPP;

b. Aplikasi SIPP dapat diakses melalti d http://sipp.menpan.go.id/.

%EEG JAWAB PENGELOLA SIPP

bertanggung jawab dalam pengelolaan SIPP.

bina bertugas melakukan pembinaan pengawasan dan
evaluasi pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang
cepat, akurat dan akuntabel pada SIPP.

Penanggung jawab bertugas:

a. menyediakan Admin Instansi;

b. memastikan Penyelenggara untuk menyediakan dan memper-
baharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPP dan/atau
melalui Admin Instansi;
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c. memantau pengelolaan informasi pelayanan publik yang
dilakukan oleh Admin Instansi; dan

d. memastikan keakuratan informasi pelayanan publik yang
disediakan oleh Admin Instansi.

3. Tugas dari Admin Nasional meliputi:

a. membuat akun Admin Instansi;

b. mendistribusikan akun ke Kementerian, Lembaga Pemerin

Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Kesekretari

Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Us
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

c. mengaktifkan atau menonaktifkan akun Admi

d. mengelola informasi dan pemberitaan pelayana

4. Tugas Admin Instansi meliputi:
a. membuat akun untuk Sub Admin;
b. mengkoordinasi Sub Admin di Un
menyediakan dan memperba i
ke dalam SIPP;
c. memperbaharuiinformasi
dan
d. menyediakan berita blik dan dikirim ke Admin
Nasional melal i @menpan.go.id

Penyélenggara dalam

elayanan publik

ublik secara terus menerus;

BAB Il
PENYEDIAAN INFORMASI
AN BERITA PELAYANAN PUBLIK DALAM SIPP

Penyediaan Informasi Pelayanan Publik
Informasi Pelayanan Publik yang disediakan dalam SIPP meliputi:

Profil Penyelenggara yang terdiri dari:
a. nama penyelenggara;
b. penyelenggara
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jenis layanan

alamat penyelenggara:
nomor telepon;
email; dan

jumlah pelaksana.

LN e

2. Profil Pelaksana yang terdiri dari :
nama pejabat;
jabatan;

a.
b.
c. kompetensi pelaksana;
d. nomor telepon; dan
e. foto.
3. Standar Pelayanan yang terdiri dari O

produk layanan;
persyaratan;
mekanisme atau prosedur;
waktu pelayanan;
biaya; dan

pengelolaan pengaduan.

SO Qo0 oW

4. Maklumat Pelayanan
Merupakan komitmen at
pelayanan yang b

enggara untuk menyediakan

5. Penilaian Kinerj

Dokumen ogram kerja instansi pemerintah yang
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BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKKAN ADMIN INSTANSI

A. Syarat Admin Instansi

1. mempunyai kemampuan dalam penggunaan internet dan
penggunaan teknologi informasi pada umumnya; dan
2. berintegritas.

B. Tata Cara penunjukan Admin Instansi

1. Penanggung Jawab menunjuk Tim Admin
terdiri paling sedikit 1 (satu) orang admin pag

Daerah, Badan Usaha Milik Negar:
Daerah; dan

2. Penetapan tersebut pada
bentuk Keputusan Mente Lembaga Pemerintah Non
Kementerian/Kepala Lembaga uktural/Gubernur /Bupati/
Walikota/Direktur saha Milik Negara/Direktur
Utama Badan U sebagai dasar hukum bagi

i stansi dilampiri susunan nama

A 'CARA PERMINTAAN AKUN ADMIN INSTANSI
DAN SUB ADMIN

ta Cara Permintaan Akun Admin Instansi

A.

Penyelenggara mengajukan permintaan akun Admin Instansi ke
Pengelola SIPP melalui email ke adminSIPP@menpan.go.id atau
melalui pos ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, JI. Jenderal Sudirman kav. 69, Jakarta
Selatan, 12190 dengan melampirkan surat permintaan resmi dari
Instansi.
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B. Tata Cara Permintaan Akun Sub Admin

Admin Instansi membuat akun dan kata sandi untuk Sub Admin.
Setelah berhasil login pertama kali sub admin wajib mengganti kata
sandi.

BAB VI
TATA CARA PENYEDIAAN DAN
PEMBAHARUAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIQ

A. Petunjuk untuk Login

PETUNJUK UNTUK
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B. Petunjuk Pengisian Profil

PETUNJUK PENGISIAN PROFIL

q
o).
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REGISTRASI INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

q
o)
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C. Registrasi Group.

REGISTRASI GROUP

BAB ViI
PENILAIAN KINERJA DAN PEMERINGKATAN

dengan tugas Kementerian PANRB untuk melakukan penilaian
ja dan pemeringkatan Penyelenggara, maka hasil penilaian terhadap
kualitas informasi pelayanan publik yang ada di SIPP akan menjadi
salah satu faktor penilaian kinerja dan pemeringkatan bagi Penyelenggara.
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BAB VIl
PEMBINAAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SIPP, Pimpinan unit Penyelenggara
melakukan pembinaan terhadap unit pelayanannya melalui fasilitasi
dan pendampingan kepada Sub Admin terkait SIPP.

BAB IX
EVALUASI

tahun.
2. Evaluasi meliputi evaluasi terhadap keak
informasi pelayanan publik dari Penyele
3. Hasil evaluasi disampaikan keginsta bersangkutan
sebagai bahan perbaikan.

AAN APARATUR NEGARA
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

DA
Ttd

ASMAN ABNUR
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TENTANG

MOENEK biasa disapa Doni
, lahir pada di Padang, 14 Nopember

emarang (1980-1983), kemudian dilanjutkan
pada IKIP Negeri Semarang Jurusan Sastra
Perancis (1983-1987), kemudian mendapat
Tugas Belajar S1 pada Universitas Gadjah

lyst Investasi, Keuangan, Desentralisasi Fiskal dan Public-Private
Partnership Specialist. Kemudian dilanjutkan pada program “Exchange
Program” between Asian Institute Of Management (AIM) Phillippines
with Australian Universities, Australia. Pada Tahun 2007, Post Graduated
(Candidate Ph.D) pada Local Autonomy College University of Tokyo
Jepang, spesialis “Local Government & Regional Finance“. Disertasi:
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“Searching for the Equilibrium: Reformatting the National Integrity,
Fiscal Decentralization Indonesia’s Cases”. Kemudian pada tahun 2014
meraih gelar Doktor llmu Pemerintahan Bidang Kebijakan Fiskal pada
Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Desentralisasi fiskal, investasi, keuangan daerah dan perekonomian
daerah adalah spesialisasi program yang ditekuninya dengan pengalaman
pekerjaan sebagai pengajar/pengajar tamu, konsultan lepas p
berbagai institusi bidang ekonomi, keuangan, manajemen & desentra
fiskal dalam dan luar negeri, penyusun modul berbagai p
pendidikan ekonomi, keuangan dan manajemen, pembica

politik, keuangan, manajemen & desentralisasi fiskal,
pemerintahan daerah dan keuangan daerah.

Dalam pekerjaannya sebagai ASN, beliau I jabatan
mulai dari Juru Bicara Kementerian Dalam Negéri/Kepala Pusat
Penerangan (2010 S.d. Juni 2013), Staf Ahli Bidang Hukum,
Politik, Dan Hubungan Antar Le (Feb s.d. Juni 2014),
Direktur Jenderal Bina Keuangan ementerian Dalam Negeri
(Juni 2014 S.d. Maret 2017).4Pj Provinsi Sumatera Barat
(Agustus 2015 S.d. Feb 201 m lkatan Keluarga Alumni
Pendidikan Tinggi Kepa j ( IKAPTK) Sejak Oktober 2015 S.d.
Sekarang, Ketua | Ko sasi, Pendanaan dan Pengendalian
Dewan Pengurus K (21 Januari 2016 S.d. Sekarang), Staf
idang Aparatur dan Pelayanan Publik
- (Maret 20 ber 2018), Wakil Gubernur/Wakil Rektor
Institut intahan/ Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri - (Maret 2017

adalah Satyalancana Karya Satya 30 Tahun, Penghargaan
idang “Environment Diplomacy Relation Award” pada the 10%
lic of Korea Environmental Culture Award”, di Seoul, Korea Selatan
n 2012, “Elshinta Award Tahun 2012” sebagai The Most Favourite
Jubir/Kapuspen Berdasarkan Polling, Penghargaan Tokoh Kebangkitan
Nasional Tahun 2015 untuk Kategori Tokoh Kemandirian dari Majalah
Jakarta Review.
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Riwayat Jabatan

1.

Pengalaman Mengajar
1.

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri/Kepala Pusat Penerangan
(2010 — Juni 2015)

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga
(Feb. 2013 s.d. Jui 2014).

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(Juni 2014 s.d. Maret 2017).

Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Agustus 2015 s.d. Fe
Wakil Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Neg
Kemendagri (Maret 2017 s.d. Nov 2018).

Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan
(Maret 2018 s.d. Nov 2018).

Jenderal DPD RI (Nov 2018 s.d. sekaran

Pengajar/Pengajar Tamu, Kons Lepas berbagai Institut
bid. Ekonomi, Keu. Manaje d esentralisasi Fiskal dalam
dan luar negeri.

Penyusun Modul berbag
dan Manajemen.
/Keynote Speake
Ekonomi Politik,
Seksi Ahli

didikan Ekonomi Keuangan

inar Dalam dan Luar Negeri bidang
anajemen dan Desentralisasi Fiskal.
ahan Daerah dan Keuangan Daerah.

nisasi
atan Mahasiswa Tugas Belajar Departemen Dalam
-DDN) di Universitas Gadja Mada Yogyakarta (1985-

mum lkatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan
APTK) sejak Oktober 2015 s.d. sekarang.

Ketua | Koordinator Organisasi Pendanaan dan Pengendalian Dewan
Pengurus KORPRI Pusat (21 Januari 2016 s.d. sekarang)
Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PPMKI)
Persatuan Olah Raga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI).
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Penghargaan

1. Karya Satya 30 Tahun

2. Penghargaan dalam bidang Environment Diplomacy Relation Award
pada the 10" Republic of Korea Environmental Culture Award di
Seoul Korea Selatan tahun 2012.

3. Elshinta Award tahun 2012 sebagai the Most Favourite lubir
Kapuspen berdasarkan Polling.

4. Penghargaan Tokoh Kebangkitan Nasioal tahun 2015 untuk o)
Tokoh Kemandirian dari Majalah Jakarta Review.

Buku yang telah dipublikasikan
1. Good Governance Pengelolaan Keuangan D @ enerbit
PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

2. Formum Konsultasi Publik. 2019. Penerbit PT Remiaja Rosdakarya,
Bandung.

UWANDA, SE,. MM,. M.Ak.,
ulai pekerjaan pada Direktorat
Pengawasan Keuangan Negara
rtemen Keuangan pada Februari 1983,
akilan BPKP Propinsi Sumatera Barat,
erwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat, dan
BPKP Pusat. Diperbantukan pada Inspektorat
Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak
Tahun 2005 sampai 2013 sebagai Auditor Ahli
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Tujuan utama otonomi daerah FoHUM

adalah meningkatkan kesejahteraan
kepada masyarakat, pemberdayaan
masyarakat, dan daya saing
masyarakat. Agar dapat melaksanakan

tugas dengan baik, langkah pertama

yang perlu dilakukan adalah

memperbaiki peningkatan pelayanan

publik (masyarakat).

Saat ini bentuk pelayanan yang per
pemerintah daerah antara lain adalah Mal
menyusun standar kepuasan masyar
pengelolaan pengaduan, melakukand
pemerintahan terutam
mengevaluasi pelayanan publ h dilaksanakan,
menyusun standar pelayanan a meningkatkan
forum konsultasi publik,dan m atkan pengelolaan

istem informasi pelayanan publik.

ayanan publik,









